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ABSTRACT 

 

The background of this research is the lack of accountability and transparency in 

financial management by the Village Government Celikah, Kayuagung Sub-District, Ogan 

Komering Ilir Regency, in fiscal year 2017. This thesis aims to explain how the application 

of financial management principles in the village of Celikah, identifies and analyzesthe 

aspects, which become obstacles in the management of village finance, which icludes 

planning, implementation and oversight process. This research uses a qualitative research 

method with descriptive approach. This study focuses on applying the principles of village 

financial management, which are analyzed in 3 (three) sizes, as stated by Serdamayanti, 

which is the aspect of transparency, accountability and participation that can be used as a 

measure of village financial management principles. The data used in the primary data, 

obtained from in-depth interviews with a Village Head, a Village Secretary, a Village 

Treasurer, Village Consultative Board (VCB), other village community elements : 

Community Leaders, Head of the Sub-Village, Head of the RT, monitoring team from the 

community, Secretary of Kayuagung Sub-District and Inspectorate Secretary of Ogan 

Komering Ilir Regency. Based on the results of research analysis and observation in the 

field, it can be concluded that the application of transparency, and communiy participation 

is still not optimal in the oversight process. The village government Celikah is still not open 

to the public and the community is also less participate in overseeing the Village 

Government, while the application of the principle of accountability has been done in 

accordance with the rules. 

 

Key word : Village Finance, Transparency, Accountability, Participation,  

                   Ogan Komering Ilir of Regency 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya akuntabilitas dan transparansi 

pengelolaan keuangan oleh Pemerintahan Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten 

Ogan Komering Ilir pada tahun anggaran 2017. Skripsi ini bertujuan menjelaskan bagaimana 

penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung 

Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengidentifikasi dan menganalisis aspek apa saja yang 

menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah penerapan asas-asas pengelolaan 

keuangan desa yang dianalisis dengan 3 (tiga) ukuran yang dikemukakan oleh Serdamayanti 

yaitu aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipatif yang mampu dijadikan sebagai ukuran 

asas pengelolaan keuangan desa. Data diperoleh dari data primer melalui wawancara 

mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD), unsur masyarakat desa celikah yaitu Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun dan 

Ketua RT, Sekretaris Kecamatan Kayuagung dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Berdasarkan hasil analisis penelitian dan observasi di lapangan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan asas transparansi dan partisipatif masyarakat masih belum 

optimal dalam proses pengawasan. Pemerintahan Desa Celikah masih belum terbuka kepada 

masyarakat dan masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam pengawasan terhadap 

Pemerintah Desa, sedangkan penerapan asas akuntabilitas telah dilakukan sesuai dengan 

aturan.  

 

Kata kunci : Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif,  

                       Kabupaten Ogan Komering Ilir 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya untuk meningkatkan perkembangan Indonesia adalah dengan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai aset negara. Undang-Undang 

nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan landasan pengaturan desa yang selama ini 

berlaku untuk mengatur kedudukan masyarakat, demokratisasi dan upaya Pemerintah 

dalam mendorong kemajuan serta pemerataan pembangunan. Selain itu, Undang-

Undang desa ini sekaligus merupakan penegasan bahwa setiap desa memiliki hak asal 

usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat. 

Undang-Undang desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan 

memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat 

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Selanjutnya 

pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

kualitas hidup masyarakat Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi 

upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar 

masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal 

dan pemanfataan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga 

diperlukan pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan desa tersebut.  

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa beserta peraturan 

pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 

rangka mengelola pemerintahan dan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, termasuk 

di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Pengelolaan keuangan 

desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah.  

1 
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Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus dimasukan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan dalam peraturan desa oleh 

Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab 

yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

desa sesuai dengan ketentuan. Namun demikian, peran dan tanggungjawab yang 

diterima oleh desa masih banyak yang belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya 

yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam 

pengelolaan keuangannya serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran 

pendapatan dan belanja desa.  

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang 

cukup tinggi khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Aparatur desa dan masyarakat 

desa harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan 

lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. Pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa juga harus 

menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Negeri 

(Permendagri) nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa. 

Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa 

pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permendagri juga 

menjelaskan pengelolaan desa tersebut harus berdasarkan asas transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipatif. Pengelolaan anggaran dilakukan dalam  
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satu tahun yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Maka tuntutan terhadap Pemerintah Desa dalam upaya menerapkan asas-asas 

pengelolaan keuangan desa adalah sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

Good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam 

melaksanakan penyediaan public goods dan service yang disebut governance 

(pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good 

governance (kepemerintahan yang baik). Agar good governance dapat menjadi 

kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan 

semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut 

adanya koordinasi (alignment) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan 

moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep good governance dalam 

penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri 

(Sedarmanyanti, 2012:2). 

Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera 

Selatan yang memiliki desa terbanyak kedua setelah Kabupaten Lahat dengan jumlah 

314 desa yang tersebar di 18 Kecamatan. Kecamatan Kayuagung adalah salah 

Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memiliki 14 Desa dan 11 Kelurahan, 

namun hanya Kecamatan Kayuagung yang ada wilayah dengan status kelurahan. 

Berikut desa-desa di Kecamatan Kayuagung. 

Tabel 1. Desa dan Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Kayuagung 

No. Desa Jumlah Penduduk 

1. Kijang Ulu 2.838 

2. Muara Baru 1.654 

3. Tanjung Lubuk 1.200 

4. Arisan Buntal 1.800 

5. Celikah 4.632 

6. Banding Anyar 747 

7. Buluh Cawang 1.648 

8. Lubuk Dalam 947 
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9. Anyar 1.240 

10. Tanjung Menang 1.397 

11. Teloko 2.031 

12. Tanjung Serang 4.632 

13. Serigeni Baru 2.031 

14. Serigeni Lama 6.348 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kayuagung OKI 

Berdasarkan Tabel 1 Desa Serigeni memiliki penduduk terbanyak dengan jumlah 

6.348 jiwa dan Desa Celikah memiliki penduduk terbanyak kedua dengan jumlah 4.632 

jiwa, sedangkan Desa Banding Anyar memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 

747 jiwa. Desa Celikah merupakan salah satu desa di Kecamatan Kayuagung yang 

menjadi prioritas Kecamatan Kayuagung untuk diangkat menjadi kelurahan di tahun 

2016. Hal ini diungkapkan oleh Camat Kayuagung Bapak Denny Agung Ariefson, 

S.STP.M.Si : 

“Semua kita berharap banyak warga Desa Celikah dapat semaksimal mungkin 

menudukung rencana ini karena kalau Desa Celikah sudah menjadi Kelurahan 

tentu pegawai kantor berasal dari PNS manfaatnya bagi warga ketika hendak 

berurusan barang atau pelayanannya ekstra dikantor pasti ada karena sesuai aturan 

kerja PNS sampai jam 4 sore. Melihat dari luasnya wilayah Desa Celikah dan 

jumlah penduduk yang ada, wacana yang kita dengar dimasyarakat untuk Desa 

Celikah,warga berharap kiranya dapat dimekarkan, Pemerintah Kecamatan juga 

mendukung keinginan warga ini namun harus terlebih dahulu dengan persyaratan 

pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang.” (Wawancara Ogan Post, Media 

Online 22 Januari 2015) 

 

Dari wawancara di atas Desa Celikah diharapkan dapat menjadi kelurahan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sampai saat ini Celikah masih berstatus 

desa. Sehingga pengelolaan keuangan masih dijalankan menurut peraturan desa. Untuk 

tetap dapat mensejahterakan masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

Desa Celikah sangat berpangku pada sirkulasi keuangan desa. Keuangan desa berasal 

dari beberapa sumber yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), alokasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN), bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 

kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan  



 

 

5 

Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak 

mengikat serta pendapatan desa lainnya yang sah. 

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan bagi desa, seperti 

dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) 

merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK). Berikut Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa di Kecamatan 

Kayuagung dan Pendapatan Desa Celikah Tahun 2017: 

Tabel 2. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kayuagung Tahun 2017 

No. Desa 
Alokasi Dana Desa 

(ADD) 

1. Kijang Ulu 374.442.000 

2. Muara Baru 352.638.000 

3. Tanjung Lubuk 342.031.000 

4. Arisan Buntal 362.849.000 

5. Celikah 396.226.000 

6. Banding Anyar 331.552.000 

7. Buluh Cawang 367.571.000 

8. Lubuk Dalam 335.230.000 

9. Anyar 382.232.000 

10. Tanjung Menang 342.842.000 

11. Teloko 379.382.000 

12. Tanjung Serang 388.163.000 

13. Serigeni Baru 390.752.000 

14. Serigeni Lama 426.766.000 

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 

Tabel 3. Pendapatan Desa Celikah Tahun 2017 

No. Sumber Pendapatan Jumlah 

1. Pendapatan Asli Desa 2.200.000 

2. Dana Desa  1.076.251.000 

3. Bagi Hasil Pajak (BHP) 15.121.000 

4. Alokasi Dana Desa (ADD) 396.226.000 

5. Piutang ADD Perangkat Desa 2015 13.357.000 

Total 1.503.203.000 

Sumber : Data Pemerintahan Desa Celikah 2017 

Tabel 2 menunjukkan bahwa Desa Celikah mendapatkan ADD terbanyak kedua 

setelah Desa Serigeni Lama dengan jumlah Rp. 396.226.000. Jumlah ADD yang 
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diberikan oleh Pemerintah berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk yang banyak. 

Tabel 3 menunjukkan sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh Desa Celikah 

yaitu bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak 

(BHP), Alokasi Dana Desa (ADD) dan piutang ADD perangkat Desa 2015 dengan total 

pendapatan Rp.1.503.203.000. Pendapatan desa ini harus dikelola dengan baik sesuai 

dengan asas-asas pengelolaan keuangan, namun dalam pengelolaan keuangannya Desa 

Celikah masih terdapat beberapa masalah yakni masih kurangnya akuntabilitas dan 

transparansi kepada masyarakat.  

Sesuai Permendagri Nomor 113 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran dilampiri dengan buku kas umum, buku kas 

pembantu perincian obyek pengeluaran yang harus disertai dengan bukti-bukti 

pengeluaran yang sah dan bukti atas penyetoran PPn/PPh ke kas. Namun laporan 

pertanggungjawaban keuangan yang belum sesuai menjadi kurangnya akuntabilitas 

Desa Celikah dalam mengelola keuangan desa. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris 

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ilir : 

“Kalau di desa Celikah ini masih kami temukan kekurangan dalam SPJnya (Surat 

Pertanggungjawaban tahun 2016), SPJnya itu masih belum lengkap, salah satunya 

masih kurang tanda bukti penggunaan dananya. Tapi kami dari Inspektorat sudah 

memberikan rekomendasi kepada perangkat desa untuk diperbaiki kesalahan-

kesalahan itu.” (wawancara, 10 Januari 2018). 

Selain belum akuntabilitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban 

keuangan desa, informasi kepada publik tentang penggunaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes) Celikah juga masih belum transparan. Permendagri Nomor 113 

menyebutkan bahwa pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat melalui 

media informasi yang mudah diakses dengan menunjukkan rincian penggunaan dana 

desa seperti ditunjukkan oleh Gambar 1. 
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Gambar 1 Baliho dengan rincianAPBDes 

(Sumber: Internet, diakses 24 Desember 2017) 

 

Gambar 1 di atas merupakan baliho Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes) Desa Tugu Kecamatan Jumanto Kabupaten Karangantar Provinsi Jawa 

Tengah. Baliho tersebut dibuat dengan rincian pendapatan dan belanja desa yang 

meliputi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 

Daerah (PBH), Penghasilan Asli Desa (PAD) dan bantuan keuangan dari 

kabupaten/provinsi. Informasi rincian belanja desa yang terdapat dalam baliho 

menunjukkan adanya transparansi pemerintah desa kepada masyarakat dalam 

menggunakan dana desa. 

Adapun APBDes Desa Celikah juga dimuat dalam baliho sebagai informasi yang 

dapat dilihat oleh masyarakat, namun informasi yang ditunjukkan hanya pendapatan dan 
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belanja desa tanpa rincian penggunaan dananya. Berikut baliho Desa Celikah seperti 

yang ditunjukan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2 Baliho APB Desa Celikah  

(Sumber : Dokumentasi Penulis, 2017) 

 

Selain baliho yang dimuat tanpa rincian penggunaan dananya, informasi 

keterangan tentang keuangan Desa Celikah yang lebih banyak pun sulit untuk diminta 

masyarakat yang langsung datang ke pemerintahan setempat. Berikut wawancara 

dengan Kepala Desa Celikah tahun 2017: 

“Data-data APBDes ini tidak bisa diminta ataupun disalin dek, karena ini kan 

rahasia negara, cuma Camat, Bupati yang boleh tau, di depankan (baliho) sudah 

kami pasang, bisa lihat disitu." (wawancara, 11 Januari 2018). 

Informasi mengenai keuangan yang tidak boleh diminta oleh masyarakat dari 

pemerintah desa, menunjukkan masih kurangnya transparansi Pemerintah Desa Celikah 

dalam pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat. Padahal Desa Celikah 
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merupakan desa yang mendapatkan dana desa terbesar kedua di Kecamatan Kayuagung. 

Penggunaan dana desa harus diinformasikan kepada masyarakat secara rinci sebagai 

bentuk transparansi pemerintah desa dalam penggunaan dana desa. Berdasarkan 

permasalahan yang dijelaskan, asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti 

akuntabilitas dan transparansi sangat diperlukan dalam mengelola keuangan di desa, 

namun Pemerintah Desa Celikah masih belum menerapkannya dengan baik. Oleh 

karena itu, menjadi motivasi penulis untuk meneliti mengenai penerapan asas-asas 

pengelolaan keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. 

Rancangan penelitian ini mencoba menjelaskan dan menganalisis hal-hal terkait 

penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa Celikah, sehingga nantinya dapat 

memberikan ide baru sebagai masukan agar penerapan asas-asas pengelolaan keuangan 

di desa-desa Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering dapat diterapkan 

dengan baik dan sesuai aturan. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas-asas pengelolaan keuangan di Desa 

Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2017 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas yang menjadi 

tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas-asas pengelolaan 

keuangan di Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 

2017. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan maka manfaat penelitian sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi negara khususnya 

yang berkaitan dengan konsentrasi keuangan publik. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah 

Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam 

menerapkan asas-asas pengelolaan keuangan desa dan memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap penelitian di masa mendatang.  
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